DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk meningkatkan kompe tensi pen-
gawas operasional di bidang pertambangan mineral
dan batubara melalui standardisasi kompetensi ker-

Tahun 2016 tentang Standardisasi Kompetensi Kerja
| di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber |

l Daya Mineral tentang Penetapan dan Pemberlakuan

. Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengawas Opera-

i sional di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik In- |
‘ donesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lem- ;

‘ Mengingat :

baran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
i 2,

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,

‘ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia |

Nomor 4959);

Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lem-
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PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR
KOMPETENSI KERJA KHUSUS PENGAWAS OPERASIONAL
DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

(Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral R.1
Nomor 43 Tahun 2016, tanggal 8 Desember 2016)

ja serta sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 |

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 5
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran :
| 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 |

tang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara {Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor |
5597);

5. Peraturan Pemerintab Nomor 55 Tahun 2010

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyeleng- |
garaan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 ten-
tang Kementerjan Energi dan Sumber Daya Min- |
eral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 132);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Ta- |
hun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompe-
tensi Kerja Nasional (I3erita Negara Republik In-
donesia Tahun 2016 Nomor 257);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min- |
eral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi |
dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia !
Tahun 2016 Nomor 782);

eral Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standardisasi
Kompetensi Kerja di Bidang Pertambangan Miner-
al dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1885);

baran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

| Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4637);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 |
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertamban-
i gan Mineral dan Batubara {Lembaran Negara Re- MINERAL TENTANG PENETAPAN DAN PEMBER-
| publik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tamba- :

! han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
BANGAN MINERAL DAN BATUBARA.
‘ terakhir dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 77

Tahun 2014 tentang Peruhahan IKetiga atas Per-

aturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 ten- |

5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

MEMUTUSKAN:

'Menetapkan ;
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

LAKUAN STANDAR KOMPETENS! KERJA KHUSUS |
PENGAWAS OPERASIONAL DI BIDANG PERTAM-

Pasal 1
Menetapkan Standar Kompetensi Kerja Khu-
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sus Pengawas Operasional di Bidang Pertambangan

_ Mineral dan Batubara tercantum dalam Lampiran yang |
. merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 2
_ Memberlakukan Standar Kompetensi Kerja
Khusus Pengawas Operasional di Bidang Pertamban-
gan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 sebagai standar wajib.

Pasal 3
Sertifikat Kompetensi Pengawas Operasional
yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Men-
| teri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jang-
i ka waktunya berakhir.

Pasal 4
Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tang-
i gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
| penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-

nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2016
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2016
DIREIKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1886

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN )

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH MASYARAKAT
YANG TERKENA LUAPAN LUMPUR SIDOARJO UNTUK

TAHUN ANGGARAN 2016
(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 199/PMK.010/2016,
tanggal 27 Desember 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

. a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Un-
dang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

20186, telah tersedia pagu anggaran untuk subsidi |

Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerinta\h

atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh
masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoar-

jo dalam peta area terdampak tanggal 22 Maret |

2007,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima-
na dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf
¢ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 ten- |

tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor |

14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan
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